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KEPUTUSAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI SUMATERA BARAT 
NOMOR: 19 I SB/ 2015 

TENTANG 

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH 
TENTANG PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN 

UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH 

' 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

Menimbang a. bahwa dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Sumatera Barat tanggal 18 Mei 2015 , Gubernur Sumatera 
Barat telah menyampaikan nota peng:3ntar terhadap rancangan 
peraturan daerah tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian 
Jalan; 

Mengingat 

b. bahwa rancangan peraturan daerah tentang Pemanfaatan dan 
Penggunaan Bagian Jalan sebagaimana dimaksud huruf a, telah 
dibahas sesuai dengan tahapan pembahasan rancangan peraturan 
daerah yang diatur dalam peraturan Tata Tertib; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keput.usan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap 
rancangan peraturan daerah tentang Pemanfaatan dan Penggunaan 
Bagian Jalan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah; 

1. Undang-Undang Nemer 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang­
Undang Darurat Nemer 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau 
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 
112) jo Peraturan Pemerintah Nemer 29 Tahun 1979, tentang 
Pemindahan lbukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari 
Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 
Tambahan Lembaran Negara Nemer 3146); 



Mempcrhatikan 

Menetapkan 

KESATU 

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 132); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negareo Republik Indonesia Nomor 

5025); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nom or 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tah~.m 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran N~gara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Tentang Tata 

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5104); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 
tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan 

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera 
Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat; 

1. Hasil pembahasan Panitia Khusus Ranperda tentang Pemanfaatan 
dan Penggunaan Bagian Jalan yang disampaikan pada Rapat 

Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat 
tanggal 5 Agustus 2015. 

2. Pendapat akhir Fraksi-Fraksi yang disampaikan pada Rapat Paripurna 
tanggal 5 Agustus 2015. 

MEMUTUSKAN 

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI 
SUMATERA BARAT TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TEI~HADAP RANCANGAN 
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN 
BAG IAN JALAN UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH 

Menyetujui rancangan peraturan daerah tentang Pemanfaatan dan 

Penggunaan Bagian Jalan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. 



KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

• 

Rancangan peraturan oaerah sebagaimana dimaksud dalam diktum 
KESATU sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerail terlebih dahulu 
dllakukan persetujuan bersama antara DPRD dengan Permerintah 
Daerah yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama yang ditanda 
tangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD. 

Nota Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatas, 
merupakan lampiran )fang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

Keputusan ini berlaku pad a tanggal ditetupkan. 

• 

• 

• 

Ditetapkan di 
Pad a tanggal 

Padang 
5 Agustus 2015 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

C/ 
lr. H. HENDRA IRWAN RAH.IM, MM 


